BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diberikan

kesimpulan sebagai berikut:

a.

Konsumen pengguna jasa Kereta Cepat WHOOSH sebagaimana dimaksud
dalam UU PK ialah merupakan konsumen pengguna jasa Kereta Cepat
WHOOSH. Dalam operasional jasa Kereta Cepat WHOOSH terdapat 2 (dua)
pelaku usaha yaitu PT. Kereta Cepat Indonesia Chinan (KCIC) sebagai
pelaku usaha jasa transportasi moda darat yang berhubungan langsung dengan
konsumen dan MitraKereta Cepat WHOOSH sebagai pelaku usaha jasa
(dalam hal penyediaan layanan pembelian tiket) yang juga memiliki
hubungan dengan konsumen pengguna jasa Kereta Cepat WHOOSH.

UU PK sebagai UU payung dapat memberikan perlindungan terutama
mengenai hak-hak konsumen pengguna jasa Kereta Cepat WHOOSH yang
merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Akan tetapi, pada praktiknya,
terdapat beberapa hak yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha. Hal ini
dikarenakan terdapat beberapa permasalahan dalam operasionalnya yang
disebabkan karena tidak ditaatinya beberapa ketentuan sebagaimana
tercantum dalam ketentuan perundang-undangan mengenai perkeretaapian di
Indonesia. Selain dari pada hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi, pelaku
usaha juga telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf a UU PK. Tidak terpenuhinya hakhak konsumen maupun perbuatan
pelaku usaha yang terlarang sangat berpengaruh terhadap aspek keselamatan
dan keamanan penggunaan jasa Kereta Cepat WHOOSH yang tentunya
berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna jasa Kereta
Cepat WHOOSH

Berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang
diderita konsumen pengguna jasa Kereta Cepat WHOOSH, pelaku usaha
Kereta Cepat WHOOSH bertanggung jawab berdasarkan dengan apa yang
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ada dalam ketentuan penggunaan dan aturan layanan PT. Kereta Cepat

Indonesia China (KCIC).

d. Didasari oleh hak konsumen pengguna jasa Kereta Cepat WHOOSH yang
tidak terpenuhi, perbuatan pelaku usaha yang terlarang serta pengalihan
tanggung jawab dari pelaku usaha, maka terdapat beberapa upaya yang dapat
dilakukan oleh konsumen pengguna jasa Kereta Cepat WHOOSH antara lain
yaitu:

1) Mengajukan gugatan mengenai pembatalan klausul pengalihan
tanggung jawab kepada pihak PT. Kereta Cepat Indonesia China
(KCIC);

2) Mengajukan atau menyampaikan keluhan dan/atau aduan melalui situs
resmi KCIC yang bisa diakses oleh konsumen;

3) Mengajukan tuntutan mengenai hak-hak konsumen pengguna jasa
Kereta Cepat WHOOSH yang tidak terpenuhi sebagaimana tercantum
dalam Pasal 4 angka 1 UU PK, Pasal 4 angka 3 UU PK dan Pasal 4
angka 6 UU PK;

4) Melakukan pelaporan atas insiden kecelakaan yang terjadi pada saat
penggunaan jasa Kereta Cepat WHOOSH.

2. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini adalah:

1.

PT. Kereta Cepat WHOOSH harus meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan
juga sosialisasi kepada semua unit secara bersama agar pemahaman atau
penafsiran peraturan (regulasi) tidak berbeda-beda.

Pelayanan dan kenyamanan terhadap pengguna jasa harus lebih ditingkatkan
terutama terhadap pengguna jasa (customer) yang mengajukan komplain

ganti rugi atas kerusakan barang. Hak-hak pengguna jasa harus terpenuhi.
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